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PUTUSAN
Nomor 195/Pdt.G/2024/PA.Ktb
o ,j&% i :
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KOTABARU

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam
sidang hakim tunggal berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Republik
Indonesia Nomor 56/KMA/HK.05/2/2022 tanggal 25 Februari 2022 tentang
Dispensasil/izin sidang dengan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan putusan
dalam perkara Cerai Gugat antara:
PENGGUGAT, NIK. -, tempat tanggal lahir Liang Kalih, 07 Oktober 1990,
umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SD/Sederajat,
pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di,
Kabupaten Kotabaru,
Penggugat;
lawan
TERGUGAT, NIK. - tempat tanggal lahir Stagen, 08 April 1969, umur 55
tahun, agama Islam, pendidikan SLTP/Sederajat,
pekerjaan Petani, tempat kediaman di -, Kabupaten
Kotabaru,
Tergugat;
Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;
DUDUK PERKARA
Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 18 September 2023
telah mengajukan gugat cerai, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan
Agama Kotabaru dengan Nomor 195/Pdt.G/2024/PA.Ktb, pada hari itu juga
dengan dalil-dalil sebagai berikut:
1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat
pada tanggal 07 Januari 2011 di hadapan Pejabat PPN Kantor Urusan
Agama Kecamatan Kelumpang Hulu Kabupaten Kotabaru dengan Duplikat
Akta Nikah Nomor : -tanggal 20 Mei 2024;
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2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun
sebagaimana layaknya suami istri dengan baik. Pada awal menikah
bertempat tinggal di rumah yang di bangun bersama sampai berpisah
tempat tinggal selama 12 tahun 3 bulan;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak
yang bernama:
3.1  Anak lahir di Kotabaru, 11 April 2015 diasuh oleh Tergugat;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah
dan terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak Juli 2015 dan puncak
permasalahan terjadi pada September 2023;
5. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut
adalah karena:
5.1. Tergugat tidak mau bekerja karena alasan sakit padahal Tergugat
masih bisa berjalan dan mengendarai sepeda motor sehingga untuk
memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat berjualan;
5.2. Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat karena Tergugat
tidak mengizinkan Penggugat untuk pulang ke kampung halaman
Penggugat dan apabila Penggugat mau pergi ke kampung halaman
maka Tergugat langsung menggembok dan sepeda motor Penggugat
dan Tergugat langsung marah-marah kepada Penggugat;
6. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya
sejak September 2023 hingga sekarang selama 9 bulan. Penggugat dan
Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Penggugat telah pergi
meninggalkan tempat kediaman yang dibangun bersama karena Penggugat
sudah tidak sanggup lagi menjadi tulang punggung keluarga untuk mencatri
uang;
7. Bahwa sejak berpisahnya Penggugat dan Tergugat selama 9 bulan,
maka hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya
karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya
sebagai suami terhadap Penggugat;
8. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga
Penggugat dengan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara
dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil;
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9. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa
rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan
lagi karena perselisihan dan pertengkaran yang sulit diatasi dan tidak ada
harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik
bercerai dengan Tergugat;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul
akibat perkara ini;
Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada
Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai
berikut:
Primer
1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba’in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap
Penggugat (Penggugat)
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat sesuai peraturan
yang berlaku;
Subsider
Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex
aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan
Tergugat datang sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa, kemudian Hakim Tunggal memeriksa identitas Penggugat dan
Tergugat;

Bahwa Hakim Tunggal telah berusaha secara maksimal untuk
mendamaikan pihak berperkara, namun tidak berhasil. Dan untuk
memaksimalkan perdamaian telah dilakukan upaya mediasi (upaya damai di
luar persidangan), sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung
Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di
Pengadilan, oleh Mediator non Hakim Dr. Firgah Annajiyah Mansyuroh,
M.H.,C.P.M. namun upaya damai melalui mediasi yang dilaksanakan tersebut
sebagaimana laporan mediator tanggal 24 Juli 2024, tidak berhasil mencapai
kesepakatan untuk rukun kembali sebagai suami istri;

Bahwa selanjutnya sidang dilanjutkan dengan pembacaan surat
gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum dan atas pertanyaan
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Hakim Tunggal, Penggugat tetap mempertahankan dalil-dalil posita dan petitum
gugatan.
Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban
secara lisan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
1.
Bahwa posita angka 1 benar;
2.
Bahwa posita angka 2 benar;
3.
Bahwa posita angka 3 benar;
4,

Bahwa posita angka 4 tidak tahu, saya merasa baik-baik saja;
5.
Bahwa posita angka 5.1 Tidak benar, saya masih kerja ambil aren dan

diantar oleh orang lain untuk ditempatkan ditoko;
6.
Bahwa posita angka 5.2 Tidak benar, benar digembok karena Penggugat

keluar rumah sering tanpa izin kesaya;
7.

Bahwa posita angka 6 Benatr;
8.

Bahwa posita angka 7 Setelah 2(dua) bulan pisah, saya masih kasih

nafkah karena Penggugat minta transfer uang sejumlah Rp700.000,00
(tujuh ratus ribu rupiah), Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan
Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

9.

Bahwa posita angka 8, Tidak benar, tidak ada upaya sama sekali untuk

mengatasi masalah rumah tangga saya dan Penggugat;
10.

Bahwa posita angka 9 Saya keberatan bercerai karena saya ingin rukun

kembali dengan Penggugat;
Bahwa atas jawaban tersebut, Penggugat menyampaikan replik secara
lisan sebagaimana yang tertuang dalam berita acara sidang;
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Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik lisan
yang pada pokoknya tertuang sebagaimana berita acara sidang;
Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya di muka persidangan

Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Bukti Surat Tertulis
1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili, Nomor : - tanggal 13 Juni
2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa - Kecamatan - Kabupaten
Kotabaru,Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal,
dicocokan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan
telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.1) diberi tanggal dan paraf
Hakim Tunggal;
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor - 05/2024 tanggal 20
Mei 2024, yang dikeluarkan oleh KUA Kelumpang Hulu Kabupaten
Kotabaru Provinsi Kalimantan Selatan. Bukti fotokopi tersebut telah
diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokan dengan aslinya, yang ternyata
sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode
(P.2) diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;

B. Bukti Saksi-Saksi

1. Saksi 1 Penggugat, NIK.-, tempat lahir Sungai
Nipah, tanggal 14 Desember 1996, umur 27 tahun, agama Islam,
pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman
di Kabupaten Kotabaru. Saksi mengaku sebagai adik ipar Penggugat
yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada
pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal Tergugat sebagai suami Penggugat, menikah
secara resmi, telah kumpul layaknya suami istri dan telah dikaruniai
1(satu) anak;
- Bahwa sejak semula keadaan rumah tangga Penggugat dengan
Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak 1(satu) tahun yang lalu tidak
harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar,

hanya mengetahui dari cerita Penggugat tentang permasalahan mereka;
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- Bahwa Penyebab pertengkaran atau ketidakharmonisan rumah
tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak mau bekerja;
- Bahwa mereka sudah pisah rumah sejak 10 (sepuluh) bulan yang
lalu yang lalu hingga sekarang. Yang pergi meninggalkan rumah
kediaman bersama adalah Penggugat;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah kumpul
bersama lagi dan tidak menafkahi Penggugat;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah berusaha menasihati
Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak
berhasil karena Penggugat bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan
Tergugat;
2. Saksi 2 Penggugat, tempat dan tanggal lahir
Karang Payau, 03 Desember 1985, umur 38 tahun, agama Islam,
pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di,
Kabupaten Kotabaru, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang
pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal Tergugat sebagai suami Penggugat, menikah
secara resmi, telah kumpul layaknya suami istri dan telah dikaruniai
1(satu) anak;
- Bahwa sejak semula keadaan rumah tangga Penggugat dengan
Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak 1(satu) tahun yang lalu
sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa saksi tidak melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar,
hanya mengetahui dari cerita Penggugat tentang permasalahan mereka ;
- Bahwa Penyebab pertengkaran atau ketidakharmonisan rumah
tangga Penggugat dan Tergugat karena Tegugat tidak bisa kerja dan
Penggugat tidak bisa bebas berkunjung ke tempat keluarga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak 10
(sepuluh) bulan yang lalu hingga sekarang, yang pergi meninggalkan
rumah kediaman bersama adalah Penggugat;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah kumpul

bersama lagi dan tidak menafkahi Penggugat;
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- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah berusaha menasihati
Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak
berhasil karena Penggugat bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan
Tergugat;
Bahwa, atas pertanyaan Hakim Tunggal, Penggugat mencukupkan
pembuktiannya dan tidak mengajukan alat bukti tambahan;
Bahwa, untuk meneguhkan bantahannya, di persidangan Tergugat telah
mengajukan bukti berupa:
A. Bukti Saksi-Saksi
1. Saksi 1 Tergugat, tempat lahir Sragen, tanggal
03 Mei 1967, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan
Pedagang, tempat kediaman di Kabupaten Kotabaru saksi mengaku
sebagai Teman sejak kecil Tergugat, telah memberikan keterangan di
bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal Tergugat sebagai suami Penggugat, menikah
secara resmi, telah kumpul layaknya suami istri dan telah dikaruniai
1(satu) anak;
- Bahwa sejak semula keadaan rumah tangga Penggugat dengan
Tergugat rukun dan harmonis, namun sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat secara langsung Penggugat
dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab pertengkaran atau
ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, saksi
hanya mengetahui Penggugat meninggalkan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak
1(satu) tahun yang lalu hingga sekarang, yang pergi meninggalkan
rumah kediaman bersama adalah Penggugat;
- Bahwa setahu saksi Tergugat bekerja mencari aren, kemudian
dijual dengan menitipkan ke warung-warung;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah kumpul
bersama lagi;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah berusaha menasihati

Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak
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berhasil karena Penggugat bersikeras untuk bercerai dengan

Tergugat;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan
Tergugat;

2, Saksi 2 Tergugat, tempat dan tanggal lahir

Kotabaru, 03 Desember 1974, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan
-, pekerjaan Penyadap aren, tempat tinggal di Kabupaten Kotabaru,
saksi mengaku sebagai Teman sejak kecil Tergugat, telah memberikan
keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal Tergugat sebagai suami Penggugat, menikah
secara resmi, telah kumpul layaknya suami istri dan telah dikaruniai
1(satu) anak;
- Bahwa sejak semula keadaan rumah tangga Penggugat dengan
Tergugat rukun dan harmonis, namun sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa saksi tidak melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar,
hanya mengetahui dari cerita tetangga dan pernah konfirmasi
dengan Tergugat dan dibenarkan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab pertengkaran atau
ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, saya
tidak tahu, namun pernah dengar cerita Penggugat bahwa Tergugat
tidak mau bekerja;
- Bahwa Setahu saya tidak benar karena saya dan Tergugat sama-
sama mencari aren, kemudian dijual;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak 9
(sembilan) yang lalu hingga sekarang, yang pergi meninggalkan
rumah kediaman bersama adalah Penggugat;
- Bahwa setahu saksi Tergugat bekerja mencari aren, kemudian
dijual dengan menitipkan ke warung-warung;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah kumpul
bersama lagi;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah berusaha menasihati
Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak
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berhasil karena Penggugat bersikeras untuk bercerai dengan
Tergugat;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan
Tergugat;

Bahwa, atas pertanyaan Hakim Tunggal, Tergugat mencukupkan
pembuktiannya dan tidak mengajukan alat bukti tambahan;

Selanjutnya atas pertanyaan Hakim, Penggugat menyampaikan
kesimpulan yang pada pokoknya Penggugat tetap sebagaimana gugatan dan
repliknya serta ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, Tergugat menyampaikan kesimpulan
yang pada pokoknya tetap ingin mempertahankan perkawinannya dengan
Penggugat dan tetap pada jawaban dan dupliknya serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk hal-hal
sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian
yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana telah diuraikan di atas;
Upaya Damai

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg jo.
Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan
perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, kepada
Penggugat telah diberikan nasehat supaya mengurungkan maksudnya untuk
bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah berusaha secara maksimal
untuk mendamaikan pihak berperkara dengan cara menasehati Penggugat dan
Tergugat agar kembali membina rumah tangganya bersama Tergugat, hamun
tidak berhasil. Dan untuk memaksimalkan perdamaian telah dilakukan upaya
mediasi (upaya damai di luar persidangan), sebagaimana diatur dalam
Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang
Prosedur Mediasi di Pengadilan, oleh Mediator non Hakim Dr. Firgah Annajiyah
Mansyuroh, M.H., CPM. namun upaya damai melalui mediasi yang

dilaksanakan tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan untuk rukun
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kembali sebagai suami istri sebagaimana laporan mediator tertanggal 24 Juli
2024;

Kewenangan Mengadili

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan Penggugat yang menyatakan
Penggugat dan Tergugat beragama Islam yang tidak terbantahkan, oleh karena
itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-undang
Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989
tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor
3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo.
Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Karenanya
Pengadilan Agama secara absolute berwenang memeriksa dan mengadili serta
memutus perkara a quo;

Menimbang bahwa dalam gugatan Penggugat, tempat tinggal
Penggugat berada pada wilayah hukum yurisdiksi Pengadilan Agama Kotabaru,
sehingga sesuai dengan Pasal 73 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989
tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor
3 Tahun 2006 dan terakhir Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka
perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Kotabaru;
Kedudukan Para Pihak (Legal Standing)

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa
Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat secara agama
Islam, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat telah sesuai dengan asas
personalitas keislaman memiliki legal standing dalam perkara a quo
sebagaimana ketentuan Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7
Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa selanjutnya sidang dilanjutkan dengan pembacaan
surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum dan atas
pertanyaan Hakim Tunggal, Penggugat tetap mempertahankan dalil-dalil posita
dan petitum gugatan, bahwa pada pokoknya dalil gugatan Penggugat
menyatakan ingin bercerai dengan Tergugat;
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Menimbang, berdasarkan penjelasan dalil-dalil posita gugatan
Penggugat, bahwa dalil yang diajukan Penggugat dalam perkara ini
sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun
1975 jo.Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam bahwa salah satu alasan
perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus
antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun, sehingga
dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah
mengajukan jawaban secara lisan sebagaimana yang tercantum dalam duduk
perkara di atas dan berita acara sidang.

Menimbang bahwa atas jawaban Terggugat tersebut Penggugat
mengajukan replik secara lisan sebagaimana yang tercantum dalam duduk
perkara di atas dan berita acara sidang.

Menimbang bahwa atas replik Penggugat tersebut Tergugat
menyampaikan duplik secara tertulis sebagaimana yang tercantum dalam
duduk perkara di atas dan dalam berita acara sidang perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan
yang pada pokoknya Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan
mohon putusan, dan Tergugat menyampaikan kesimpulan secara lisan bahwa
pada pokoknya Tergugat keberatan bercerai;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo merupakan pekara
perceraian yang memiliki aturan khusus (lex specialis derogat legi generalis),
yaitu untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami
istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri sebagaimana Pasal 39
ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah dirubah dengan
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, maka Hakim Tunggal masih perlu
mengetahui lebih jelas alasan tersebut antara Penggugat dengan Tergugat
dengan perlu mendengar keterangan saksi dari pihak keluarga atau orang-
orang yang dekat dengan Penggugat maupun Tergugat guna mendapatkan
kebenaran yang meyakinkan meskipun Tergugat memberikan bantahan
terhadap dalil Penggugat, sehingga Hakim Tunggal menilai Penggugat dan
Tergugat tetap harus dibebani pembuktian secara berimbang sebagaimana
ketentuan Pasal 283 R.Bg. jo. Pasal 1865 KUHPerdata;

Halaman 11 dari 23 halaman Putusan Nomor 195/Pdt.G/2024/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat
telah mengajukan alat bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.2 yang
selanjutnya Hakim Tunggal akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi surat keterangan domisili
atas nama Penggugat yang merupakan surat bawah tangan dengan kekuatan
pembuktian bebas selama tidak dibuktikan sebaliknya, dan telah bermeterai
cukup dan cocok dengan aslinya, sebagaimana maksud Pasal 296 R.Bg., jo.
Pasal 1881 KUHPerdata, dan Pasal 3 ayat (1) huruf (b), dan pasal 5 Undang-
Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai. Bukti surat tersebut
menjelaskan mengenai identitas Penggugat yang berada di wilayah hukum
Pengadilan Agama Kotabaru dan beragama Islam sehingga bukti tersebut telah
memenuhi syarat formil dan materiil sehingga secara hukum dapat diterima
sebagai alat bukti surat. maka sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73
Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua
dengan Undang-Undang No. 50 tahun 2009 Jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, secara absolute menjadi kewenangan
Pengadilan Agama dan secara relatif menjadi kewenangan Pengadilan Agama
Kotabaru;

Menimbang, bahwa bukti P.2, berupa fotokopi duplikat Kutipan Akta
Nikah yang merupakan akta otentik dengan kekuatan pembuktian sempurna
dan mengikat selama tidak dibuktikan sebaliknya, dikeluarkan oleh Pejabat
yang berwenang dan bermeterai cukup, dan cocok dengan aslinya,
Sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg., jo Pasal 3 ayat (1) huruf (b),
dan pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai. Bukti
surat tersebut menjelaskan mengenai ikatan hubungan hukum antara
Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri yang sah dengan menikah
secara agama Islam maka para pihak telah sesuai dengan asas personalitas
kesilaman, sesuai ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
tentang Perkawinan jo. Pasal 11, 12 dan Pasal 13 ayat (2) Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor
1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 4, 5, 6 dan Pasal 7 ayat (1)
Kompilasi Hukum Islam dan oleh karenanya Penggugat harus dinyatakan
sebagai pihak yang berkedudukan hukum dalam perkara a quo (persona standi

Halaman 12 dari 23 halaman Putusan Nomor 195/Pdt.G/2024/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

in judicio), sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil,
dan secara hukum dapat diterima sebagai alat bukti surat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah menghadirkan bukti 2
(dua) orang saksi, yang mana secara prosedural kesaksian telah disampaikan
di muka persidangan, sudah diperiksa satu persatu secara terpisah, sudah
dewasa dan sudah disumpah menurut tata cara agamanya, sebagaimana yang
dikehendaki Pasal 171, Pasal 172 ayat (1), dan Pasal 175 R.Bg. maka secara
formil dapat diterima, dan selanjutnya Hakim Tunggal mempertimbangkan
sebagai berikut;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat telah memberi keterangan di
bawah sumpah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah berpisah
tempat tinggal sekurang-kurangnya sejak 10(sepuluh) bulan yang lalu, dan
Upaya damai telah dilakukan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil.
Keterangan saksi-saksi tersebut telah bersesuaian dengan dalil-dalil gugatan
Penggugat, dan keterangan tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar
sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh
Penggugat, oleh karena itu maka keterangan saksi tersebut telah memenuhi
syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua
Penggugat telah bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh
karena itu maka keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309
R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Penggugat terhadap
terjadinya perselisihnan dan penyebab terjadinya perselisihan yakni Tergugat
tidak mau bekerja didapat dari keterangan atau cerita Penggugat tetapi
mengetahui langsung Penggugat sekarang benar-benar sudah pisah rumah
dengan Tergugat karena masalah tersebut sejak 10(sepuluh) bulan yang lalu.
maka kesaksian tersebut termasuk Testimonium de auditu.

Menimbang bahwa Tergugat juga telah mengajukan bukti 2 (dua) orang
saksi, yang mana secara prosedural kesaksian telah disampaikan di muka
persidangan, sudah diperiksa satu persatu secara terpisah, sudah dewasa dan
sudah disumpah menurut tata cara agamanya, sebagaimana yang dikehendaki
Pasal 171, Pasal 172 ayat (1), dan Pasal 175 R.Bg. maka secara formil dapat

diterima, dan selanjutnya Hakim Tunggal mempertimbangkan sebagai berikut;
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Menimbang, bahwa saksi-saksi Tergugat telah memberi keterangan di
bawah sumpah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah berpisah
tempat tinggal sekurang-kurangnya sejak 1(satu) tahun yang lalu, dan Upaya
damai telah dilakukan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil. Keterangan
tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri oleh
karena itu maka keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil
sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua
Penggugat telah bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh
karena itu maka keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309
R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Tergugat terhadap terjadinya
perselisihan dan penyebab terjadinya perselisihan yakni Tergugat tidak mau
bekerja didapat dari keterangan atau cerita Penggugat yang telah dikonfirmasi
kepada Tergugat sedangkan saksi 1 Tergugat tidak mengetahui sebabnya tetapi
mengetahui langsung Penggugat sekarang benar-benar sudah pisah rumah
dengan Tergugat karena masalah tersebut sejak 1(satu) tahun yang lalu.
Keterangan saksi Tergugat ternyata relevan dengan saksi dari Penggugat yang
mana telah dinilai testiominum oleh Hakim Tunggal, namun oleh karena relevan
dengan saksi Tergugat sehingga menimbulkan persangkaan bagi Hakim
Tunggal bahwa Penggugat dan Tergugat memang telah terjadi perselisihan dan
pertengkaran.

Menimbang bahwa keterangan saksi-saksi Tergugat memberikan
keterangan bahwa Tergugat masih bekerja dengan menjual aren maka sebab
perselisihan dan pertengkaran yang didalilkan Penggugat tidak terbukii,
sehingga Hakim Tunggal menilai rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah
terbukti terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus meskipun
penyebab perselisihan dan pertengkarannya tidak terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan gugatan cerai
dengan menggunakan alasan perselisihan dan pertengkaran (syigaq) antara
Penggugat dengan Tergugat, sehingga dengan telah didengarnya keterangan
saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan
Penggugat dan Tergugat, maka Hakim Tunggal menilai ketentuan Pasal 76
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 22
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ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan
Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 134
Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi;
Fakta Hukum Persidangan
Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan
fakta hukum sebagai berikut:
1. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada
keharmonisan karena terjadi perselisihan yang terus menerus sejak 1(satu)
tahun yang lalu;
2. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut tidak terbukti;
1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak
9(sembilan) bulan yang lalu yang lalu di mana Penggugat tanpa diusir oleh
Tergugat yang meninggalkan tempat tinggal bersama,;
1. Bahwa pihak keluarga telah berusaha menasehati Penggugat, akan
tetapi tidak berhasil;
1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan hidup rukun
kembali;
Pertimbangan Petitum Perceraian
Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 menuntut agar
Penggugat diceraikan dengan Tergugat. Dan berdasarkan fakta-fakta hukum
persidangan di atas, Hakim Tunggal akan mempertimbangkan sebagai berikut:
Menimbang bahwa secara yuridis menurut pasal 39 Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16
Tahun 2019 tentang Perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan
perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup
rukun sebagai suami isteri dan Pengadilan telah berusaha mendamaikan akan
tetapi tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam pasal
19 huruf (f) Peraturan Pemeritah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f)
Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu
adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami isteri
dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;
Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat
beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai

gugat maupun cerai talak yaitu:
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Adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami isteri sudah tidak ada

harapan untuk kembali rukun;

Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri akan tetapi tidak
berhasil;

Menimbang bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu
persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga
Penggugat dan Tergugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat dipandang
telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

1. Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus
menerus

Menimbang, bahwa terbukti sebagaimana fakta hukum di atas bahwa
antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi Perselisihan dan pertengkaran
secara terus menerus meskipun dalil penyebabnya tidak terbukti;

Menimbang bahwa Hakim tunggal berpendapat meskipun para saksi
tidak ada yang pernah melihat secara langsung pertengkaran antara Penggugat
dan Tergugat namun menurut Hakim Tunggal disharmoni sebuah perkawinan
dalam hukum Islam yang disebut juga azzawwaj al-maksuroh atau dalam
hukum lainnya disebut broken marriage, yang dalam permasalahan keluarga,
landasannya bukan semata-mata adanya pertengkaran fisik (phsysical cruelty),
akan tetapi termasuk juga kekejaman mental (mental cruelty) yang
menyebabkan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban suami isteri sehingga
meskipun tidak terjadi pertengkaran mulut atau kekerasan fisik maupun
penganiayaan secara terus menerus, akan tetapi telah secara nyata terjadi dan
berlangsung kekejaman mental atau penelantaran terhadap salah satu pihak,
maka sudah dianggap terjadi broken marriage;

Menimbang bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus
seperti yang ditampilkan oleh Penggugat dan Tergugat dalam persidangan
terkait rumah tangganya, juga merupakan gejala hilangnya rasa cinta dan kasih
sayang diantara suami isteri serta pertanda kehidupan rumah tangga sudah

Halaman 16 dari 23 halaman Putusan Nomor 195/Pdt.G/2024/PA.Ktb

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hancur berantakan, sehingga dalam kondisi yang demikian sudah berat bahkan
sulit membangun rumah tangga ideal yang diharapkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Hakim
tunggal berpendapat unsur pertama telah terpenuhi dalam perkara ini;

2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada
harapan untuk kembali rukun;

Menimbang bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang
terjadi antara Penggugat dan Tergugat adalah telah terjadi pisah tempat tinggal
dan selama pisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan,
sehingga diantara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat mewujudkan hak
dan kewajiban masing-masing;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan hukum perkawinan suami
isteri diperintahkan agar hidup bersatu pada tempat kediaman bersama, dan
tidak dibenarkan untuk hidup berpisah tempat tinggal, agar bisa menjalankan
tugas dan kewajiban sebagai suami isteri, kecuali ada alasan yang dapat
dibenarkan oleh hukum;

Menimbang bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolok ukur
rumah tangga bahagia harmonis sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan
suami isteri, oleh karena itu fakta hukum adanya pisah tempat tinggal selama
kurang lebih sejak 9 (sembilan) bulan yang lalu merupakan bentuk
penyimpangan dari konsep dasar perkawinan, agar suami isteri utuh kompak
dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga bukan dengan pola hidup
berpisah;

Menimbang bahwa suami isteri yang hidup berpisah dan satu sama lain
saling diam dan membisu menunjukkan komunikasi yang tidak harmonis,
proses interaksi yang kurang bersahabat dan pola hubungan yang kurang
kondusif serta jauh dari suasana utuh dalam kebahagiaan menunjukkan bahwa
diantara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat mewujudkan hak dan
kewajiban masing-masing;

Menimbang bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sering dirukunkan
baik sebelum dan sesudah pisah tempat tinggal bahkan didamaikan oleh Hakim
tunggal di setiap persidangan akan tetapi juga tidak berhasil, karenanya Hakim
tunggal berpendapat Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk
rukun kembali;
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Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka hakim
tunggal berpendapat unsur kedua telah terpenuhi dalam perkara ini;

3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri tapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa Hakim telah berupaya untuk memberikan nasehat
pada setiap persidangan kepada Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali,
sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,
namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat juga
ditempuh melalui mediasi, sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI
Nomor 1 Tahun 2016, akan tetapi tetap tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Hakim
tunggal berpendapat unsur ketiga telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas dan merujuk
kepada Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Rl Nomor 379 K/AG/1995
tanggal 26 Maret 1997 yang mengandung kaidah hukum sebagai berikut:
“Kehidupan Rumah tangga suami-istri yang telah terbukti retak-pecah dimana
keduanya sudah tidak berdiam serumah lagi, sehingga terlihat tidak ada
harapan untuk dapat hidup rukun kembali sebagai pasangan suami-istri yang
harmonis dan bahagia” dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Rl Nomor 534
K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 yang mengandung kaidah hukum : “Bahwa
dalam hal perceraian,tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcokan atau
salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tapi yang perlu dilihat adalah
perkawinan itu sendiri masih dapat dipertahankan atau tidak. Sebab, jika hati
ke dua belah pihak telah pecah, maka perkawinan tersebut sudah pecah dan
tidak mungkin dapat dipersatukanlagi, meskipun salah satu pihak
menginginkan perkawinannya tetap utuh. Bila perkawinan dipertahankan, maka
pihak yang menginginkan perkawinan pecah, akan berbuat apa saja agar
perkawinannya pecah”, maka dengan ini, telah terpenuhi ketentuan Pasal 39
ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum
Islam;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal mengambil alih ketentuan pada
Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 jo. Surat Edaran
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Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 yang menyatakan bahwa indikator
broken marriage antara lain sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil,
sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri, salah satu pihak atau
masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri, telah
terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama, dan hal-hal lain yang ditemukan
dalam persidangan seperti adanya perselingkuhan, terjadinya kekerasan dalam
rumah tangga, judi dan lain-lain;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat
sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan telah pisah
tempat tinggal sejak sejak 9 (sembilan) bulan yang lalu tanpa ada komunikasi,
kondisi tersebut adalah indikator kuat bahwa rumah tangga Penggugat dan
Tergugat telah retak yang sudah sangat sulit untuk didamaikan lagi (broken
marriage), rumah tangga yang demikian itu, mengakibatkan tujuan perkawinan
tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan
sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali. Di sisi lain Hakim Tunggal
maupun para saksi telah berusaha untuk merukunkan juga tidak berhasil
sehingga perkawinan mereka jika dipertahankan justru akan menyengsarakan
kedua belah pihak, oleh karena itu perkawinan mereka lebih baik diceraikan;

Menimbang bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak
9 (sembilan) bulan, maka perkara aquo juga telah memenuhi SEMA nomor 3
tahun 2023 huruf (¢) Rumusan Hukum Kamar Agama angka (1) Hukum
Perkawinan

Menimbang bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di
dalamnya sering terjadi perselisinan dan pertengkaran akan sulit mewujudkan
keluarga/rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah seperti yang
diharapkan oleh pasangan suami istri, justru sebaliknya akan menimbulkan
kemudhorotan dan perselisihan yang berkepanjangan salah satu pihak atau
kedua belah pihak. sebab dengan meneruskan perkawinan akan
mendatangkan rasa tidak aman, mudharat atau mafsadat dari pada maslahat
bagi Penggugat dan Tergugat. Sedangkan dalam ajaran syari'at Islam
menghindari mudharat atau mafsadat wajib didahulukan dari pada mengambil
manfaatnya, sebagaimana kaidah Fighiyyah yang berbunyi:

Hhaall Gla Jo adia duldadls j
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Artinya: “menghindari kerusakan lebih didahulukan dari pada mengambil
kemaslahatan;

Menimbang bahwa secara sosiologis pula, pemaksaan rukun terhadap
suami isteri maka akan menjadikan semakin buruknya keadaan, hal ini sesuai
dengan pendapat Ibnu Sina yang dikutip oleh Sayyid Sabig dalam kitab Fighus
Sunnah juz Il halaman 208 dan diambil alih sebagai pendapat Hakim Tunggal

dalam perkara a quo yang berbunyi sebagai berikut:
gl Gl a0 Aag JS 00 dld aew ¥ Olg Lo Ju ABAN 05 o A
Gl Y L alhl) e ollghe JIg ol e bgag ey A &340 )
LClaall Cuah (iMAL (o1) pulll g pidl A1) Laghm paadl b agial Lalsh adldall (an

Artinya: “Seyogyanya jalan untuk bercerai itu diberikan dan jangan ditutup
sama sekali, karena menutup mati jalan perceraian akan
mengakibatkan beberapa bahaya dan kerusakan. Diantaranya jika
tabi’at suami isteri sudah tidak saling kasih sayang lagi, maka ketika
dipaksakan untuk tetap berkumpul diantara mereka berdua justru
akan bertambah jelek, pecah dan kehidupannya menjadi kalut.”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum persidangan di atas,

Hakim Tunggal berpendapat, bahwa akan sangat sulit untuk memaksakan

suami istri tersebut rukun kembali, apabila ada alasan-alasan perselisihan dan

pertengkaran yang terbukti dan salah satu pihak bersikeras tidak ingin kembali
rukun, sebagaimana pendapat ulama figih Islam dalam Kitab Al Mar’ah bainal

Figh wal Qanun oleh Dr. Musthafa As Siba’i, halaman 100:

s 9 bLoloc gl udlg 9lauudl go prinsy arzgll sLadl Lo
o tleiz] 9 ,u5Vg egSolwg VIVl an,is &lle o
ails lgabligl OIS Ludas gl .l lin N 0% logog Yot Lo
all J=J Hazg il Guid Hu arxzgll ad Mall (ngis Ol Jadl o
9 aini Lalall azo azu ailix) Lol IS ui Lagio aolo JSI g
Artinya: Sesungguhnya kehidupan suami isteri tidak akan tegak dengan adanya

perpecahan dan pertentangan, selain itu justru akan menimbulkan

bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan

perkembangan mereka, dan tidak ada kebaikannya mengumpulkan
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dua orang yang saling membenci. Dan kadang-kadang apapun
sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan
atau patut dapat diduga membahayakan, sesungguhnya yang lebih
baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang
suami isteri ini. Mudah-mudahan (sesudah itu) Allah menyediakan
bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barangkali dengan
pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian.

Menimbang, bahwa dengan demikian, apabila Hakim Tunggal
menjatuhkan talak Tergugat terhadap Penggugat adalah pilihan yang lebih
maslahah, sebagaimana pendapat Pakar Hukum Islam Syeikh Al-Majedy dalam
kitab Ghayatu al-Maram yang dijadikan sebagai pendapat Hakim Tunggal
dalam putusan ini, sebagai berikut:

wvoléll ade sllo lg>g,] azg ll are, pac aianl Islg
sl

Artinya: “Apabila isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka
Hakim diperkenankan menjatuhkan talak suami dengan talak satu”;
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas,
maka petitum gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat patut di
kabulkan;
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta hukum
persidangan di atas, berdasarkan pendapat ulama figih Islam dalam Kitab

Fighus Sunnah juz Il halaman 248 :
ol whicl ol a>g )l i olall sal aloss v sls
vUauV sluVl sy
Logir TVl of minlill ey lglio s 6 uinall plo> ano
aisly aalls lgall
Artinya: Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan bukti
dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal
yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang
pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan

kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak

ba'in.

Halaman 21 dari 23 halaman Putusan Nomor 195/Pdt.G/2024/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut,
maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum
Islam di Indonesia, Hakim Tunggal kemudian menjatuhkan talak satu ba'in
shughraa Tergugat terhadap Penggugat;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7
Tahun 1989 dan Pasal 90 ayat (1) Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta
Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua
atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal
1 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif
atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), maka kepada Penggugat
dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan
hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI
1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughraa Tergugat (Tergugat) terhadap
Penggugat (Penggugat);
3. Membebankan biaya perkara sejumlah Rp795.000,00 (tujuh ratus

sembilan puluh lima ribu rupiah) kepada Penggugat;

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 21 Agustus
2024 Masehi bertepatan dengan 16 Shafar 1446 Hijriah, oleh Imaduddin
Sakagama, S.H.l., M.H. sebagai Hakim Tunggal dalam perkara ini berdasarkan
Surat Ketua Mahkamah  Agung Republik Indonesia, Nomor
56/KMA/HK.05/2/2022, tentang Permohonan Izin Persidangan Dengan Hakim
Tunggal tanggal 25 Februari 2022, putusan tersebut diucapkan dalam sidang
terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan
dibantu Hj. Hadijah, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri
Penggugat dan Tergugat;

Hakim Tunggal,
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Imaduddin Sakagama, S.H.l.

Panitera Pengganti,

Hj. Hadijah, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses Rp. 75.000,00
3. Biaya Panggilan Rp. 650.000,00
4. PNBP Rp. 30.000,00
5. Biaya Redaksi Rp. 10.000,00
6. Biaya Materai Rp. 10.000,00

JUMLAH Rp. 795.000,00

Terbilang : (tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Halaman 23 dari 23 halaman Putusan Nomor 195/Pdt.G/2024/PA.Ktb

Disclaimer
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pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 23



